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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
yang harus dilakukan penindakan secara luar biasa (extra ordinary measure). Hal
tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bukan
hanya merugikan keuangan negara melainkan berdampak juga terhadap hak-hak
yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi juga
merupakan isu internasional yang harus diberantas bersamaan dengan komitmen
internasional dalam penanganannya, hal itu ditandai dengan adanya konvensi PBB
tentang Perlawanan terhadap Korupsi (United Nations Convention Againts
Corruption/ UNCAC). Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali
dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang seharusnya menjalankan kewajibannya
dalam hal tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang terjadi di
Kabupaten Sleman, terdapat tindak pidana korupsi dalam hal pemanfaatan tanah
desa yang menyangkut aparatur pemerintahan. Kabupaten Sleman sendiri
mempunyai 19.574 bidang tanah desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai
sumber pemasukan desa, namun sering disalahgunakan dan menjadi ladang tindak
pidana korupsi. Berdasarkan hal itu penelitian ini mempunyai pokok masalah
mengenai penegakan hukum dan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi
DIY dalam menangani tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (filed research) dengan
pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
melalui wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode
analisis kualitatif dengan melakukan analisis deskripsi data yang diperoleh dari
lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini
juga digunakan dua kerangka teori sebagai bahan analisis berupa teori penegakan
hukum dan fraud triangle.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh
Kejati DIY pada tindak pidana korupsi kasus penyalahgunaan tanah desa di
Kabupaten Sleman dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan
represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara mealukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah desa dalam hal tindak pidana
korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat, seperti halnya tindak pidana
korupsi dalam hal penyalahgunaan tanah desa. Sosialisasi tersebut dilakukan
melalui forum langsung maupun memanfaatkan media sosial. Sedangkan upaya
represif yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sesuai dengan KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi. Meskipun
pada pelaksanaannya Kejati DIY masih terkesan “meraba-raba” dalam melakukan
upaya represif, mengingat kasus ini belum ada yurisprudensinya. Adapun
hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di
Kabupaten Sleman dapat berupa perbedaan pendapat aparat penegakan hukum,
proses penanganan yang kurang tegas oleh aparat pengawas, serta kurangnya
kepedulian masyarakat mengenai isu hukum di sekitarnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Tanah Desa.



ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that requires extraordinary measures to
combat. This is because the impact of corruption not only harms the state's finances
but also affects the rights that should be enjoyed by the public. Corruption is also
an international issue that must be eradicated in line with international
commitments, as evidenced by the United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC). Corruption is regulated under Law No. 31 of 1999, as amended by Law
No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. In practice, corruption is
often committed by government officials who are supposed to fulfill their duties by
not engaging in corruption, collusion, and nepotism. As occurred in Sleman
Regency, there was corruption in the utilization of village land involving
government officials. Sleman Regency itself has 19,574 plots of village land that
should be utilized as a source of village income but are often misused and become
a field for corruption. Based on this, the focus of this research is on law enforcement
and the obstacles faced by the DIY High Prosecutor's Office in handling corruption
of village land in Sleman Regency.

This research is a field research with a juridical-empirical approach. The data
collection technique used in this research is through interviews. The method of
analysis used is qualitative analysis by conducting a descriptive analysis of data
obtained from the field and linking it with legislation. In this research, two
theoretical frameworks are also used as analytical tools: law enforcement theory
and fraud triangle.

The results of this study indicate that the law enforcement efforts carried out
by the DIY High Prosecutor's Office in corruption cases involving the misuse of
village land in Sleman Regency are conducted through two approaches: preventive
and repressive. Preventive efforts are made by conducting socialization and
education to the public and village government officials regarding corruption that
may occur in the immediate environment, such as corruption in the misuse of village
land. This socialization is carried out through direct forums as well as utilizing
social media. Meanwhile, repressive efforts are conducted by carrying out
investigations, prosecutions, and trials in accordance with the Criminal Procedure
Code and the Corruption Law. Although in practice, the DI'Y High Prosecutor's
Office still seems to be "groping™ in carrying out repressive efforts, considering
there is no jurisprudence on this case yet. The obstacles in enforcing the law against
corruption of village land in Sleman Regency include differences in opinions
among law enforcement officers, a lack of firm action by supervisory officers, and
a lack of public awareness about legal issues in their surroundings.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Village Land.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sering menjadi
permasalahan negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang seperti
Indonesia. Terlebih tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh aparatur
pemerintahan yang memegang kekuasaan. Definisi korupsi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang
negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan
pribadi maupun orang lain.! Sedangkan menurut Kartono, tindakan korupsi
adalah tindakan suatu individu yang menggunakan wewenang maupun
kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk memperoleh
keuntungan pribadi.?

Tindakan korupsi dapat berkembang mulai dari pemerintah pusat
sampai pemerintahan lokal maupun desa yang dampaknya dapat dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pertimbangan huruf a Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyatakan:®

! “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi.

2 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Him. 80.

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak
pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya
harus dilakukan secara luar biasa.”

Hal tersebut menandakan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi
yang harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary measure) mengingat
akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan
keuangan negara melainkan berdampak juga terhadap hak-hak yang
seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Dunia internasional telah berkomitmen untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi yang ditandai dengan ditandatanganinya
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap Korupsi
(United Nations Convention Againts Corruption/ UNCAC). Hal tersebut
menandakan korupsi merupakan isu internasional yang harus diberantas dan
dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam
memberantasnya. Dalam konvensi tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga)
strategi yang saling berhubungan yaitu kriminalisasi (criminalisation),
pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery), dan kerjasama internasional
(international cooperation). Indonesia juga telah meratifikasi konvensi
tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
UNCAC 2003. *

Mengenai pidana tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

# Ummi Kulsum, “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention
Againts Corruption (UNCAC)” (Universitas Jember, 2008). Hlm. 4.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa
seseorang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau
paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang
berarti tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang telah dirumuskan, bukan dengan akibat yang telah
ditimbulkan.® Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai unsur
melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi yang merupakan
sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang
lain atau korporasi. ®

Pemerintahan yang baik sebenarnya mempunyai andil yang besar
dalam terwujudnya negara yang berkeadilan dan bebas dari korupsi. Hal
tersebut dikarenakan setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban
untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah
tertuang pada Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme.” Presiden Republik Indonesia juga sebenarnya telah

® Cut Nurita Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, “Unsur Melawan Hukum
sebagai Suatu Sarana dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tipikor,” Yustisia Merdeka: Jurnal llmiah Hukum 5, no. No. 1 (2019). Him. 46.

® Ibid. Hlm. 51.

7 Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



memberikan perintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan setiap lembaga
pemerintahan wajib melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi,
serta berkoordinasi antar lembaga mengenai aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi.2 Hal tersebut menandakan bahwa seharusnya
lembaga pemerintahan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan
korupsi. Setiap lembaga pemerintahan mempunyai andil yang besar dan
dapat dijadikan sebagai contoh masyarakat umum dalam hal pencegahan
maupun pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktanya tindak pidana korupsi justru seringkali dilakukan oleh
pejabat pemerintahan dari berbagai tingkatan. Korupsi memang berkaitan
erat dengan penyalahgunaan wewenang, yang berarti pelaku tindak pidana
korupsi banyak dari kalangan-kalangan yang mempunyai jabatan. Tindak
pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai modus kejahatan. Salah
satunya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan
tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang terdapat di
Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sendiri mempunyai sekitar 19.000 (sembilan
belas ribu) bidang tanah desa yang tersebar di wilayahnya. Tanah desa yang

terindikasi terjadi penyalahgunaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023

8 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.



berjumlah 63 (enam puluh tiga) bidang tanah yang telah dilakukan upaya
penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tersebut berupa 12 (dua belas)
bidang tanah telah ditutup sementara oleh Satpol PP D.l. Yogyakarta dan
sisanya masih dalam proses pengawasan.® Dari beberapa kasus tersebut,
terdapat beberapa kasus penyalahgunaan tanah desa terindikasi adanya
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa maupun
pihak-pihak terkait.

Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
penyalahgunaan tanah desa yang terdapat di Desa Caturtunggal, Kabupaten
Sleman. Kasus tersebut berawal dari pembangunan rumah hunian yang
diperjualbelikan di atas tanah desa sekitar 16.000 (enam belas ribu) meter
persegi oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Hal tersebut jelas bertentangan
dengan Peraturan Gubernur D.l. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa yang jelas melarang pemanfaatan tanah desa
digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah hunian. Akibat dari perbuatan
tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2,4 miliar
rupiah.’® Pada kasus tersebut juga melibatkan Lurah Desa Caturtunggal
yang bernama Agus Santoso yang juga telah dipidana dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,-

® Wawancara dengan Qumarul Hadi, Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol
PP DIY, di Kantor Satpol PP DIY, 6 November 2023.

10 Haris Firdaus, “Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Pelaku Meraup
Pemasukan Rp 29 Miliar,” 12 Juni, 2023,
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-
sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-
miliar?status=sukses login%3Fstatus login%3Dlogin&loc=hard paywall&status login=lo
gin.



(empat ratus juta rupiah). Selain itu Agus Santoso juga dibebankan pidana
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam waktu sebulan setelah
putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk
dijelaskan bahwa Agus Santoso dianggap melakukan pembiaran karena
tidak melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan tanah desa di wilayah
yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mengakibatkan kerugian
negara serta turut menikmati hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan
pribadinya.

Adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara pada
kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman tersebut jelas
menentang peraturan-peraturan terkait dan instruksi presiden mengenai anti
korupsi. Padahal aparatur pemerintahan seharusnya sesuai dengan instruksi
presiden yang mengharuskan bersih dari tindakan korupsi, mengingat
presiden merupakan kepala pemerintahan di Indonesia. Akan tapi tindakan
tersebut justru bertentangan dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai
pemegang tanggung jawab dalam hal pemanfaatan tanah desa. Sehingga
perlu adanya penegakan hukum yang tegas guna mencapai keadilan,
keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut juga
berpengaruh dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (good
governance) di Indonesia.

Di sisi lain, adanya praktik penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten

Sleman yang dapat berakibat pada munculnya tindak pidana korupsi yang



menyebabkan kerugian negara baru ditangani pada tahun 2023. Sedangkan
indikasi-indikasi baik penyalahgunaan tanah desa maupun indikasi-indikasi
tindak pidana korupsi telah terjadi sejak tahun 2018 khususnya pada kasus
tanah desa di Desa Caturtunggal. Dengan adanya penanganan yang dinilai
kurang tegas dan lambat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah
terkait adanya penyalahgunaan tanah desa yang dapat terindikasi tindak
pidana korupsi tersebut, dapat mengakibatkan lebih banyak pihak yang
terlibat dan memungkinkan lebih besarnya kerugian yang didapatkan oleh
negara.

Ketidaksigapan dalam penanganan penyalahgunaan tanah desa di
Kabupaten Sleman yang terdapat indikasi-indikasi tindak pidana korupsi
dapat berakibat pada penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana
korupsinya. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
salah satu lembaga penegak hukum yang juga menangani tindak pidana
korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa yang terjadi di Kabupaten
Sleman. Pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah desa yang
berlokasi di Desa Caturtunggal, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa
Yogyakarta berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Dengan
adanya ketidaksigapan lembaga-lembaga terkait dalam hal pencegahan
maupun penanganan penyalahgunaan tanah desa yang baru ditangani secara
tegas pada tahun 2023 tersebut, tentunya berakibat pada kinerja penegak
hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa

Yogyakarta.



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang
berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Hal
tersebut dikarenakan proses penanganan kasus tersebut tergolong lama dan
kasusnya tergolong baru di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta,
mengingat tanah desa di DIY berbeda dengan daerah lainnya. Selain itu,
adanya keterlibatan aparatur pemerintahan dalam tindak pidana korupsi
serta keterlambatan penanganan kasus tersebut juga berpengaruh pada
efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian tersebut akan disajikan dalam
karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di
Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa
Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok

permasalahan yang akan ditulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang
berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DIY dalam
menangani tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan tanah desa di

Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan
dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

b. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi
DIY dalam menangani tindak pidana korupsi terkait
penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian akademik
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidan hukum,
Khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun
wawasan dalam hal perkembangan hukum yang berkaitan dengan
penegakan hukum tindak pidana korupsi atas tanah.

b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi
terkait penyalahgunaan tanah desa serta mengatasi hambatan-
hambatannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
rujukan untuk mahasiswa khususnya pada bidang hukum yang

mengembangkan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi.
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Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu
yang mempunyai kesamaan maupun kemiripan dari segi tema maupun
substansinya. Hal tersebut dilakukan agar menghindari kesamaan penelitian
guna tercapainya tujuan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan
dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus
Putusan Nomor 130/PID.Sus. TPK/2017/PN.Mks)” karya Muhammad Alif
Rizqi Mubarag yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makasar tersebut memaparkan bahwa pada putusan Nomor
130/PID.Sus. TPK/2017/PN.Mks telah memenuhi syarat-syarat unsur
penyalahgunaan wewenang. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan telah
berdasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan
terdakwa.'! Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya membahas
mengenai penyalahgunaan wewenang yang juga berhubungan dengan tindak
pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada kasus yang dibahas, dalam skripsi

tersebut membahas mengenai kasus korupsi Dinas Koperasi dan UMKM

1 Muhammad Alif Rizqi Mubaragq, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan = Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor
130/PID.Sus. TPK/2017/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019).
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Kabupaten Wajo sedangkan dalam penelitian ini membahas kasus korupsi
yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi
Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)” karya M. Ismunanda Isman yang
merupakan mahasiswa llmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta tersebut memaparkan bahwa Pejabat Kepala Desa Bangunemo
terbukti menyalahgunakan wewenangnya melakukan Tindak Pidana Korupsi
Dana Desa sehingga merugikan desa maupun negara. Akibatnya terjadi
gejolak di masyarakat dikarenakan belanja yang dilakukan pemerintah desa
tidak tepat sasaran.!? Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya
membahas mengenai korupsi yang melibatkan aset desa. Skripsi tersebut juga
memaparkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam
menanggulangi tindak pidana korupsi di tingkat desa. Perbedaannya adalah
penelitian ini lebih menitikberatkan pada tindak pidana korupsi aset desa
berupa tanah desa yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum terhadap
Tindak Pidana Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di
Kabupaten Situbondo” karya Maghfirotur Rohmatillah yang merupakan
mahasiswa llmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tersebut

memaparkan bahwa proses penegakan hukum pada kasus tindak pidana

12 M. Ismunanda Isman, “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa
Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi
Tengah)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
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korupsi PTSL di Kabupaten Situbondo belum memenuhi unsur keadilan
karena lembaga yang terkait belum memberikan restitusi kepada korban
yakni warga Desa Kedunglo.!® Persamaan dengan penelitian ini adalah
keduanya membahas topik yang sama mengenai kasus korupsi di tingkat desa
yang berhubungan dengan tanah. Persamaan lainnya berupa pemaparan
proses penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi
tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini memfokuskan
pada tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten
Sleman. Selain itu, penelitian ini memaparkan hambatan-hambatan yang
dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pada
kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Keempat, artikel yang berjudul “Tipologi Tindak Pidana Korupsi di
Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di
Indonesia” karya Muhammad Arfah dan Amriyanto yang diterbitkan di
“Khairun Law Journal” tersebut memaparkan bahwa kekosongan hukum
terhadap eksekusi barang rampasan negara dalam tindak pidana korupsi
menimbulkan kerugian pada pihak lain, khususnya pada barang sitaan yang
melekat hak tanggungan oleh pihak lain. Sehingga hal tersebut diperlukan

peraturan khusus mengenai pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara

13 Maghfirotur Rohmatillah, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak
Pidana Korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Situbondo”
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
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yang dapat melindungi pihak lain.'* Persamaan dengan penelitian ini adalah
jurnal tersebut membahas mengenai tindak pidana korupsi yang berhubungan
dengan tanah milik negara. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut
lebih menekankan pada evaluasi mengenai pelaksanaan barang rampasan
yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini lebih
menekankan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi yang
berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.
Kelima, artikel yang berjudul “Korupsi di Tingkat Desa” karya Fathur
Rahman yang diterbitkan di “Jurnal Governance” tersebut memaparkan
bahwa terdapat empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa. Pertama,
kepala desa sering menjadi ujung tombak dan seringkali dibebani masalah
keuangan di luar anggaran. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan
elektabilitas yang bagus namun kondisi ekonomi yang lemah, sehingga
mudah terdorong pada tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa
menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya
pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.™
Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas faktor-faktor
yang menyebabkan korupsi di tingkat desa. Sedangkan perbedaannya adalah

jurnal tersebut hanya membahas korupsi pada tingkat pemerintahan desa

14 Amriyanto Muhammad Arfah, “Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor
Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia,” Khairun Law
Journal 1, no. 2 (2018).

15 Fathur Rahman, “Korupsi di Tingkat Desa,” Governance 2, no. 1 (2011). Hlm. 16
—17.
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secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus membahas
tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa di
Kabupaten Sleman. Perbedaan lainnya penelitian ini membahas mengenai
penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan
penyalahgunaan tanah desa, sedangkan jurnal tersebut memfokuskan pada
modus tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai kerangka berfikir maupun acuan dalam

penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah proses penelitian dan

mencegah hasil penelitian yang tidak relevan. Penelitian ini menggunakan

beberapa teori yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang
terkandung dalam peraturan-peraturan yang tertulis maupun aspek
keadilan yang terkandung di kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam
arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut peraturan-peraturan
yang tertulis. Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto
dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum” menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan
kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam
kaidah-kaidah yang mengejawantah sebagai rangkaian penjabaran nilai
akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.
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Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk
menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang digunakan
sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Menurutnya, penegakan hukum dibagi menjadi dua
yaitu ditinjau dari subjek dan objeknya:*®
a. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang
menjalankan aturan normatif maupun mendasarkan diri pada
norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia sudah sepatutnya
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam
arti sempit, subjek penegak hukum berarti upaya aparatur penegak
hukum tertentu yang menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan dengan semestinya.
b. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya

Dalam arti luas, penegakan mencakup nilai-nilai keadilan yang
terkandung dalam aturan formal maupun norma-norma yang ada di
kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, objek
penegakan hukum hanya terbatas pada peraturan formal dan
tertulis.

Penegakan hukum menurut G. P. Hoefnagels juga dapat dilakukan

dengan tiga cara yaitu menggunakan hukum pidana, pencegahan tanpa

16 Ibid.
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hukuman pidana, dan mengedukasi warga masyarakat tentang kejahatan
dan sanksi pidana.l’” Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan
penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun
penegakan hukum tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:*®
a. Upaya Penal
Upaya ini dilakukan apabila usaha preventif berupa pencegahan
tidak berhasil dan masih terdapat pelanggaran hukum. Hal ini
dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih memfokuskan
pada tindakan yang bersifat represif setelah adanya tindak
kejahatan.
b. Upaya Non-Penal
Upaya ini merupakan tindakan yang digunakan untuk menangani
adanya penyebab tindak kejahatan. Upaya ini bersifat preventif
yang berarti berupa pencegahan mulai dari kondisi sosial secara
langsung maupun tidak langsung yang dianggap dapat
menimbulkan tindak kejahatan.
Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang
menyerasikan nilai-nilai peraturan yang tertulis maupun kaidah norma
yang ada di masyarakat guna terciptanya suatu keadilan. Norma-norma

tersebut kemudian dijadikan sebuah pedoman terhadap suatu tindakan

17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016). Him. 5.

18 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan
Pengembangan Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). HIm. 22.
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yang dianggap pantas atau seharusnya guna rangkaian penjabaran nilai
akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
maupun keadilan di lingkungan masyarakat.
2. Fraud Triangle Theory Donald R. Cressey

Fraud Triangle merupakan kerangka yang sangat berguna bagi suatu
pemerintahan maupun organisasi untuk menganalisis potensi organisasi
terhadap fraud (kecurangan). Dalam Fraud Triangle Theory, Cressey
mengemukakan tiga faktor utama yang dapat menjadi penyebab adanya
kecurangan yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan
rasionalisasi (rationalization).*®

Faktor tekanan (pressure) pada teori tersebut merupakan titik awal
seseorang dapat melakukan korupsi. Misalnya sesorang dalam
pikirannya sudah tergoda akan hal yang berbau korupsi maka faktor
tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya pada faktor kedua yaitu peluang
(opportunity) seperti halnya lemahnya pengawasan keuangan maupun
administrasi dapat memicu adanya tindakan korupsi. Kemudian faktor
terakhir yaitu rasionalisasi (rationalization) seperti menggunakan
jabatan ataupun tidak melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya
merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan korupsi. Ketiga faktor

tersebut mempunyai tingkatan yang sama dan dapat saling

19 Tri Jatmiko Wahyu Prabowo Gilang Satryo Wicaksono, “Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori
Fraud Triangle,” Owner: Riset & Jurnal Akutansi 6, no. 1 (2022). Hlm. 1017.
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mempengaruhi. Adapun dalam penegakan hukum, teori ini dapat
digunakan sebagai acuan dalam proses preventif maupun represif.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah untuk menyelidiki dan menelusuri
suatu masalah dengan cara ilmiah secara teliti dan cermat guna untuk
mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil
kesimpulan secara sistematis dan objektif. Sehingga hal tersebut dapat
digunakan sebagai pemecahan suatu permasalahan maupun menguiji hipotesis
guna memperoleh suatu hasil pengetahuan yang berguna bagi manusia.?’
Dengan adanya metode penelitian, penulis akan mendapatkan suatu hasil
yang valid atas objek penelitian yang penulis teliti. Hal tersebut bertujuan
agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun
metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), merupakan metode penelitian hukum
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara yang
dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian ini
berdasarkan fakta empiris yang berhubungan dengan penegakan hukum
tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di

Kabupaten Sleman.

D Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis,
yang berarti bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara
pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyususnan dan
analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian.?
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus
penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman, sehingga dapat
dianalisis dan menghasilkan kesimpulan terkait penegakan hukum
tersebut.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris
merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di
masyarakat.??> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian
mengenai penerapan ketentuan hukum normatif secara in action pada
setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.?® Pada penelitian

ini, penulis akan mencari fakta-fakta yang ada di lapangan terkait upaya

2L Rianto Adi, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
Rineka Cipta, 2012).

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004).
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penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan
Tanah Desa di Kabupaten Sleman.
4. Sumber Data

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperolen melalui wawancara.
Wawancara dilakukan dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai
informan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam
penelitian ini maupun yang dapat mendukung perolehan data primer
ini. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pelengkap yang berkaitan erat
dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan
dokumen yang meliputi peraturan-peraturan terkait seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan.
Selain itu terdapat sumber berupa buku, jurnal, maupun literatur

hukum yang lainnya.
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c. Data Tersier
Data tersier merupakan data yang berguna sebagai bahan rujukan
yang menjadi sumber data pendukung dari sumber data primer dan
sekunder. Data tersier meliputi ensiklopedia, kamus, internet, dan
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Wawancara
Teknik wawancara dilakukan untuk memenuhi dan menggabungkan
sumber data. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan
informan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana
korupsi pada kasus penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten
Sleman.

b. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan
dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan hukum
atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis dalam melakukan

penelitian guna mempelajari maupun mengumpulkan data yang

dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan penulis ini

berdasarkan kemenarikan dan kesesuaian dengan tema atau topik yang
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akan diteliti.* Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Kejaksaan
Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar data yang bersifat awal atau mentah
dapat dimiliki makna atau digunakan sebagai alat untuk memecahkan
suatu permasalahan penelitian.?> Dalam penelitian ini metode analisis
data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis tersebut
dengan cara pengaplikasian data menggunakan bahasa dalam kalimat
yang jelas dan sederhana. Analisis data dengan metode kualitatif
merupakan penyimpulan data, pemilahan data dengan konsep, kategori,
dan tema tertentu. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk

memudahkan pemaparan maupun penegasan kesimpulan.?®

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperoleh gambaran

menyuluruh dalam pembahasan skripsi ini. sistematika penulisan ini terbagi

dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram Press, 2020).
%5 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghala Indonesia, 2013).

2 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal llmu Dakwah 17, no.

33 (2019): 81, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
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menjelaskan secara umum maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai
tindak pidana korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan
Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang temuan empiris atas
penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah
desa di Kabupaten Sleman studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang pokok permasalahan
penelitian yaitu pada tahap analisis. Pada bab ini penulis memaparkan analisis
mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus
penyalahgunaan Tanah Desa serta hambatan-hambatan yang dihadapi
penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi pada kasus
penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman.

Bab kelima merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang
berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Sedangkan saran dapat memuat berupa solusi, koreksi, maupun
evaluasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan guna kepentingan

penelitian yang berkelanjutan.



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam

penelitian berupa skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi pada
kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman secara
keseluruhan masih diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan dalam
penanganannya. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Kejati
DIY adalah berupa penyuluhan dan memberikan pendidikan anti
korupsi. Penyuluhan dan pendidikan anti korupsi tersebut diberikan
kepada masyarakat hingga tingkat pelajar. Kejati DIY secara khusus
dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tanah desa
berupa pemberian edukasi kepada masyarakat umum serta para aparatur
pemerintah desa. Upaya pencegahan tersebut pada faktanya dapat
meningkatkan antusiasme masyarakat mengenai persoalan hukum. Hal
itu ditandai dengan semakin meningkatnya keaktifan masyarakat untuk
bertanya dan melaporkan mengenai permasalahan-permasalahan
hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan antusiasme masyarakat
tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya tindak pidana sejak

dini. Sedangkan upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh

128
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Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi pada
kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman adalah
melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam proses
ini Kejaksaan Tinggi DIY menambahkan penunjukan jaksa yang
berbeda. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum ditambahkan
jaksa yang berbeda dengan jaksa yang melakukan penyidikan.
Mengingat belum adanya yurisprudensi terkait kasus tersebut,
Kejaksaan Tinggi DIY terkesan masih ‘“meraba-raba” dalam
melakukan upaya represif. Hal itu dikarenakan tipisnya perbedaan
dengan pelanggaran administrasi yang berujung pada tindak pidana
ringan dengan ditandai belum konsistennya penentuan kerugian
keuangan negara oleh Aparat Penegak Hukum. Terlebih Kejati DIY
terdapat kesalahan dalam mengutip pasal pada dakwaan Agus Santoso
memperkuat kesan adanya kebingungan dalam penegakan hukum yang
dilakukannya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam

penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan

tanah desa di Kabupaten Sleman antara lain:

a. Belumadanya yurisprudensi dan masih perlu dibenahinya peraturan
mengenai kasus tindak pidana korupsi tanah desa menjadi tantangan
tersendiri oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus
tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Keputusan-

keputusan yang diambil tentunya akan lebih banyak mendapatkan
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perdebatan. Seperti dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan
negara terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa Kasultanan
bukanlah suatu lembaga negara, sehingga tindakan-tindakan yang
dilakukan terdakwa sulit untuk dianggap dapat merugikan
keuangan negara. Hal tersebut tentunya dapat menjadi celah
(opportunity) yang dapat melahirkan adanya tindak pidana korupsi.
. Terdapat perbedaan pendapat baik dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP), Jaksa, maupun Majelis Hakim dalam
penentuan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Hal itu terdapat pada Putusan Pertama Nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Yyk yang menjelaskan bahwa hasil audit investigatif
atas kerugian negara adalah sejumlah Rp. 2.952.002.940,- (dua
miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus
empat puluh rupiah), kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam
pembuktian hanya bisa mencapai angka kerugian Rp.
1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan
negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima Terdakwa
dari PT. Deztama Putri Sentosa sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga
ratus lima puluh juta rupiah). Padahal penentuan kerugian keuangan
negara merupakan hal yang vital pada proses persidangan tindak

pidana korupsi.
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Proses audit investigatif memakan waktu yang lama menjadi salah
satu hal yang menyebabkan proses penegakan hukum tindak pidana
korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten
Sleman berjalan kurang efektif. Selain itu, ketidaktegasan lembaga
pemerintah yang berwenang dalam pengawasan tanah desa
menyebabkan penumpukan kasus penyalahgunaan tanah desa di
Kabupaten Sleman yang dapat berujung pada adanya celah
(opportunity) timbulnya suatu tindak pidana korupsi.

Masih banyak ditemui masyarakat yang acuh mengenai isu hukum
di lingkungan sekitarnya. Hal itu juga dibarengi dengan kurangnya
pemahaman-pemahaman masyarakat mengenai hukum maupun
indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang mungkin muncul di
lingkungan terdekatnya.

Adanya sikap acuh dan menganggap sepele yang ditunjukkan oleh
pemerintah desa dalam hal prosedur pemanfaatan tanah desa
menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk
melakukan kecurangan. Ditambah dengan kebiasaan yang tumbuh
di masyarakat mengenai normalisasi pemberian hadiah dan diterima
oleh aparatur pemerintah. Adanya rasionalisasi (rationalization)
tentunya dapat mengkhawatirkan runtuhnya sikap netral dan

berakibat pada kewenangan yang tidak dijalankan dengan baik.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka
peneliti dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan sebagai
masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya
peningkatan terhadap kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan
ketaatan hukum masyarakat mengenai bahaya dan larangan adanya
tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat. Selain
itu, diperlukan adanya peningkatan terhadap sumber daya penegak
hukum dari segi kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kualitas
dan efektifitas penegakan hukum, sehingga dengan adanya peningkatan
tersebut dapat meningkatkan proses penegakan hukum guna
menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat.

2. Bagi aparatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan
adanya peningkatan pengawasan dan perubahan terhadap peraturan-
peraturan mengenai pemanfaatan tanah desa. Peningkatan pengawasan
maupun perubahan peraturan tersebut dapat berupa memperjelas
prosedur maupun status pemanfaatan tanah desa di DIY yang asal-
usulnya adalah Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta prosedur tanah
desa yang murni milik pemerintah desa. Sehingga dengan adanya
perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah adanya

penyalahgunaan pemanfaatan tanah desa.
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3. Bagi aparatur pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran hukum
maupun ketaatan hukum. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa
menjadi pintu masuk kejahatan penyalahgunaan tanah desa yang dapat
berujung pada tindak pidana korupsi. Selain itu, perlunya pemahaman
aparatur pemerintah desa mengenai bentuk-bentuk tindak pidana
korupsi, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat lebih berhati-hati
dalam hal menerima apapun di luar hak dan kewajiban mereka.

4. Bagi masyarakat umum perlunya meningkatkan partisipasi dalam hal
upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maupun
penyalahgunaan tanah desa dengan melakukan aduan ke aparat penegak
hukum ketika menjumpai adanya temuan-temuan yang dicurigai tindak
kejahatan tersebut. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan
kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap kejahatan-kejahatan di
lingkungan sekitar. Seperti dalam hal pemanfaatan tanah desa,
masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan investasi murah
dalam bentuk tanah, hal tersebut patut dicurigai terdapat tindakan-

tindakan yang menyimpang dari hukum.
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